
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  

NOMOR 18 TAHUN 2024 

 

TENTANG  

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  

TAHUN 2024-2028 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024-
2028; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

 

 

SALINAN 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukimam (Lembaran 
Negara Republik Infonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6624); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan 
dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785); 

 

 



 

 

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2021 Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13); 

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2021 tentang 
Sinergitas Penanganan dan Pencegahan di Wilayah 
Perumahan dan Permukiman Kumuh Yang Berkelanjutan di 
Kabupaten Pandeglang; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN 
DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN 
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2028. 

 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 

2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan 
dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan 
permukiman kumuh yang disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Pandeglang yang berisi rumusan strategi, 
kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang 
bebas kumuh. 



 

 

 

 

7. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan 
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di 
dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, 
serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 

8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. 

9. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan 
kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 
penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran 
masyarakat. 

10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas 
fungsi sebagai tempat hunian. 

11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan 
lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 
sebaga lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. 

12. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan 
pemangku kepentingan di Daerah dalam menetapkan perencanaan pencegahan 
dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 
2024-2028. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah 
dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan 

b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 

 

 

 



 

 

BAB II 

SISTEMATIKA RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

 

Pasal 4  

(1) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun, 
mulai dari Tahun 2024-2028. 

(2) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 
PERKOTAAN 

BAB III : PROFIL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN 
PANDEGLANG 

BAB IV : PERMASALAHAN PERUMAHAN KAWASAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN 

BAB V : KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH 

BAB VI : RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN 
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH 

BAB VII : RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

BAB VIII : RENCANA PENYEDIAAN TANAH 

BAB IX : RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN 

BAB X : RUMUSAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

(3) Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 5 

Pembiayaan kegiatan RP2KPKPK Tahun 2024-2028 dapat bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

 



 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengendalian dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan RP2KPKPK. 

 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 21 Juni 2024 

BUPATI PANDEGLANG, 

 

                      CAP / TTD 

 

IRNA NARULITA 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal 21 Juni 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,  

 

                          CAP / TTD 

 

ALI FAHMI SUMANTA  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 18 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  

 

 
 

 

 

 

          M.MURYANTO,SH 
    Nip. 19661005 200212 1 003 


